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Irfan Ardiansyah. Nim E111 12 275. Dominasi Karaeng Dalam 
Pemilihan Kepala Desa Di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng. Dibawah bimbingan Armin Arsyad dan A. Ali 
Armunanto 
 
Dominasi atau kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang 
atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau 
melakukan sesuatu walau berlandaskan keterpaksaan. Elit atau dalam hal 
ini merupakan kaum bangsawan atau Karaeng di desa Layoa kecamatan 
Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng memiliki faktor-faktor pendukung 
yang membuatnya dapat mendominasi atau berkuasa pada lini kehidupan 
masyarakat desa Layoa yang meliputi beberapa aspek hingga pada 
pelaksanaan pemilihan kepala desa. Nilai social dan adat istiadat yang 
juga masih dipegang kuat oleh masyarakat desa Layoa semakin 
memperkuat kekuatan para Karaeng tersebut sehingga feodalisme di era 
moderen masih berlaku di desa Layoa hingga saat ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran dominasi 
kaum bangsawan atau Karaeng pada pemilihan kepala desa di desa 
Layoa kecamatan Gantarangkeke kabupaten Bantaeng serta 
menguraikan bentuk-bentuk dominasi kaum bangsawan tersebut. Penulis 
juga menggunakan penelitian deskriptif dengan dasar penelitian kualitatif. 
Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan beberapa 
warga desa layoa ditiap dusunnya serta melengkapinya dengan berbagai 
referensi tertulis seperti buku, artikel dan lain-lain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola patronase masih menjadi 
salah satu indikator yang menggambarkan proses sosial dan politik 
setempat di desa Layoa kecamatan Gantarangkeke pada konteks 
pemilihan kepala desa. Ketokohan kaum bangsawan di tengah kehidupan 
masyarakat pada periode waktu yang lama sejak dahulu menjadi implikasi 
berlakunya nilai sosial yang mengakar kuat pada kalangan bangsawan 
atau Karaeng yang menjadi seorang patron atau superior yang memiliki 
pengaruh dan kekuatan hingga pada segala aspek kehidupan khususnya 
di bidang pertanian, pemerintahan dan ekonomi. 
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A. Latar Belakang 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia1. 
Desa mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda satu sama 
lain, tergantung pada konteks ekologinya. Pengkajian masyarakat 
pedesaan memberikan ciri atau karakteristik yang cenderung sama 
tentang desa. Pada aspek politik, masyarakat desa cenderung 
berorientasi “ketokohan”, artinya peran–peran politik desa pada 
umumnya ditanggungjawabkan atau dipercayakan pada orang-orang 
yang ditokohkan dalam masyarakat. 
Desa Layoa sebagai lokasi yang dipilih oleh penulis merupakan 
salah satu desa di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, 
Sulawesi Selatan yang masih kuat memegang nilai-nilai keturunan 
kebangsawanannya sampai sekarang. Nilai tradisi kebangsawanan 
tersebut terlihat nyata pada sebagian masyarakat desa Layoa yang 
bergelar Andi atau Karaeng serta bentuk penghormatan yang lebih 
kepada mereka yang bergelar karaeng tersebut. Masyarakat yang 
                                                             
1 UUD No. 6 Tahun 2014 
2 
 
bergelar karaeng tersebut kebanyakan memiliki banyak kontribusi bagi 
masyarakat desa Layoa yaitu dengan memberikan modal kepada 
masyarakat dan lahan yang didominasi kepemilikannya oleh para 
karaeng yang kemudian dibentuk menjadi desa Layoa sekarang ini. 
Dengan banyaknya kontribusi tersebut sehingga dalam setiap 
pemilihan kepala desa, kandidat calon dan kepala desa terpilih hanya 
didominasi oleh kaum bangsawan atau karaeng saja. 
Kondisi geografis desa layoa berada di dataran rendah dengan 
luas wilayah 9,8 km2. Jarak dari desa ke kecamatan sekitar 17 km dan 
jarak dari desa ke ibu kota kabupaten sekitar 26 km. Layoa, secara 
administrative terbentuk menjadi sebuah desa pada tahun 1992 
dengan batas wilayah bagian utara Bajiminasa, sebelah timur 
kabupaten Bulukumba, sebelah selatan desa Baruga dan sebelah 
barat desa Papan Loe. Dan wilayah secara alam juga di batasi oleh 
sungai Kalammassang dengan wilayah kabupaten Bulukumba dan 
sungai Mawang dengan wilayah desa Papan Loe. 
Kepala desa Layoa yang pertama setelah resmi terbentuk 
sebagai desa Layoa pada tahun 1992 yaitu M.Saing S yang diangkat 
langsung oleh bupati Bantaeng, M.Saing S menjabat sebagai kepala 
desa Layoa selama 3 (Tiga) tahun. 
Pemilihan kepala desa di Layoa telah berlangsung sebanyak 4 
kali sejak sistem demokrasi dimulai. Pemilihan kepala desa atau biasa 
disingkat dengan Pilkades merupakan salah satu bentuk dari 
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partisipasi politik masyarakat pada unit terkecil dalam suatu negara. 
Pilkades sangat membantu masarakat desa karena merupakan wadah 
demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk di pilih 
atau memilih pemimpin desa sesuai dengan keinginan masyarakat di 
desa. 
Pemilihan kepala desa di Layoa yang pertama diadakan pada 
tahun 1995, pemilihan kepala desa (Pilkades) yang pertama secara 
langsung dipilih oleh rakyat serta dengan masa jabatan dalam satu 
periode selama 8 (Delapan) tahun diadakan di desa Layoa dengan 
kandidat calon kepala desa berjumlah 2 (Dua) orang yaitu M. Saing S 
dan Andi 2  Kamaluddin yang kemudian dimenangkan oleh Andi 
Kamaluddin.  
Setalah pelantikan sebagai kepala desa, Andi Kamaluddin 
hanya menjabat kurang lebih 2 (Dua) bulan karena beliau meninggal 
dan digantikan oleh Andi Nurhayati yaitu istri dari Andi Kamaluddin, 
Andi Nurhayati menjabat sebagai kepala desa selama kurang lebih 6 
(Enam) tahun dan diberhentikan secara tidak hormat karena memiliki 
masalah mengenai nikah sirih sehingga digantikan oleh Haji Karaeng 
Paka yang menyelesaikan masa jabatan kepala desa sebelumnya dan 
memimpin kurang lebih 1 (Satu) tahun sebelum pilkades selanjutnya 
diadakan. 
                                                             
2Nama yang dilekatkan pada keturunan bangsawan di Layoa. Mereka yang bergelar Andi akan  
dipanggil karaeng oleh masyarakat. 
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Pemilihan kepala desa yang kedua diadakan pada tahun 2003 
yang di ramaikan oleh 3 (Tiga) kandidat calon kepala desa yaitu Haji 
Karaeng Paka, Andi Bahtiar, dan Andi Irwan. Hasil dari pemilihan 
kepala desa tersebut berhasil dimenangkan oleh Andi Irwan yang 
menjabat sebagai kepala desa sampai masa jabatannya habis. 
Pemilihan kepala desa yang ketiga diadakan pada tahun 2008 
yang di ramaikan oleh 2 (Dua) kandidat calon kepala desa yaitu Andi 
Irwan dan Andi Syukri. Hasil dari pemilihan kepala desa ini kembali di 
menangkan oleh Andi Irwan  dan kembali menjadi kepala desa untuk 
yang kedua kalinya. 
Pemilihan kepala desa yang keempat di adakan pada tahun 
2013 yang di ikuti oleh 4 (empat) kandidat calon kepala desa yang 
terkenal dengan pertarungan empat sepupu yaitu Andi Sufriadi, Andi 
Syukri, Andi Sultan dan Karaeng Sampe. Hasil dari pemilihan ini di 
menangkan oleh Andi Sufriadi yang menjabat sebagai kepala desa 
sampai sekarang. 
Sejatinya demokrasi mendorong equitas atau kesamaan 
kesempatan bagi seluruh masyarakat. Namun yang terjadi di desa 
Layoa tersebut dengan ditemukannya fakta bahwa bangsawan yang 
mendominasi masyarakat yang masuk dalam pemilihan kepala desa 
Layoa sejak diadakannya pemilihan langsung yakni hanya mereka 
yang bergelar Andi atau Karaeng saja, sangat jarang atau bahkan 
tidak ada calon kandidat yang berasal dari rakyat biasa atau yang 
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bukan keturunan Andi maupun Karaeng. Sehingga melihat fenomena 
ini, penulis ingin mencoba menelusuri mengapa ini dapat terjadi turun 
temurun selama lebih dari 20 (Dua Puluh) tahun hingga sekarang dan 
dimana letak kekuatan politik keturunan Karaeng tersebut dalam 
masyarakat desa Layoa, Bantaeng. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Setelah melihat beberapa hal yang menjadi dasar pada latar 
belakang, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dijawab 
pada deskripsi hasil: 
1. Mengapa karaeng sangat dominan pada pencalonan pemilihan 
kepala desa di desa layoa kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 
Bantaeng? 
2. Bagaimana bentuk dominasi karaeng di desa Layoa kecamatan 
Gantarangkeke kabupaten Bantaeng? 
  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka berikut ini dapat 
diuraikan  tujuan dari penelitian antara lain: 
a. Untuk menggambarkan dominasi bangsawan pada  pencalonan 




b. Untuk mengetahui bentuk dominasi karaeng di desa Layoa 
kecamatan   Gantarangkeke kabupaten Bantaeng. 
 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini akan diklasifikasikan dalam dua bagian 
sub antara lain:  
1. Manfaat Akademis 
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan 
berbagai manfaat, antara lain:  
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada 
tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada 
jurusan Ilmu Politik dan   Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 
dan memperkaya khasanah kajian ilmu politik dan sebagai 
informasi tambahan kepada para pembaca yang ingin 
menganalisa sebuah fenomena yang terkait dengan dominasi 
karaeng dalam pemilihan kepala desa. 
2. Manfaat praktis 
Secara praktis, manfaat penelitian ini antara lain: 
a. Menjadi landasan dalam menganalisa bagaimana dominasi 
bangsawan dalam pemilihan kepala desa di desa Layoa 
kecamatan Gantarangkeke kabupaten Bantaeng. 
7 
 
b. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini peneliti dapat 
mengetahui faktor apa yang memperkuat kekuatan 
bangsawan dan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 
























 Bagian ini akan menjelaskan beberapa teori yang relevan dengan judul 
atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba menjadikan 
teori tersebut sebagai alat analisis Dominasi Bangsawan dalam Pemilihan 
Kepala Desa di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 
Bantaeng. Untuk lebih memperjelas, maka peneliti menggunakan Teori 
Elit dan Kekuasaan, Teori Patron Klien, dan Pemihan Umum (PEMILU). 
Aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
A. Teori Elit dan Kekuasaan 
       Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang 
memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. 
Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan 
lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis 
klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat 
keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh 
Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog 
politik Italias, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca3. 
Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh 
sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan 
dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan 
                                                             
3Jayadi Nas, konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal, Hal. 34 
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elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-
orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan 
masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal 
dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang 
mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang  musik, karakter 
moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam 
dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elit 
yang tiak memerintah (non governign elit) . Kedua, lapisan rendah 
(non-elite) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca 
yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua 
masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta 
mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju 
dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan 
kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya 
lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan 
menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. 
Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh 
kelas yang memerintah4. 
Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa 
yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. 
Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan 
bahwa ”hukum besi oligarki” tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, 
                                                             
4Ibid. Hal. 35 
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selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu 
mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell 
berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya 
tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti 
pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, 
dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi 
Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak 
terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang 
kebetulan punya peran penting.  
Pandangan  yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine 
Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elit. Pertama, 
dalam tradisi yang lebih tua, elit diperlukan sebagai sosok khusus yang 
menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, 
melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. 
Elit dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian 
dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elit 
dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun para 
petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. 
Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, 
atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.  
Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elit adalah mereka yang 
menempati posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur 
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sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi 
pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan 
pekerjaan-pekerjaan. Pernyataan seiring dikemukakan oleh 
Czudnowski bahwa elit adalah mereka yang mengatur segala 
sesuatunya, atau aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang 
fungsional dan terstruktur dalam berbagai lingkup institusional, 
keagamaan,  militer, akademis, industri, komunikasi dan sebagainya5.  
Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan 
bahwa elit adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara 
awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang 
membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi 
untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elit sering 
dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya 
di antara anggota-anggota elit itu sendiri, apa lagi dengan elit yang lain 
sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan 
kepentingan antar elit  itu kerap kali terjadi dalam perebutan 
kekuasaan atau sirkulasi elit.  
Berdasarkan pandangan berbagai ahli, Robert D. Putnam 
menyatakan bahwa secara umum ilmuwan sosial membagi dalam tiga 
sudut pandang. Pertama, sudut pandang struktur atau posisi. 
Pandangan ini lebih menekankan bahwa kedudukan elit yang berada 
pada lapisan atas struktur masyarakatlah yang menyebabkan mereka 
                                                             
5Ibid. Hal. 36 
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akan memegang peranan penting dalam aktivitas masyarakat. 
Kedudukan tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi atau 
kedudukan sosial yang melekat, misalnya keturunan atau kasta.  
Schrool menyatakan bahwa elit menjadi golongan utama dalam 
masyarakat yang didasarkan pada posisi mereka yang tinggi dalam 
struktur masyarakat. Posisi yang tinggi tersebut terdapat pada puncak 
struktur masyarakat, yaitu posisi tinggi dalam bidang ekonomi, 
pemerintahan, kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan 
bebas6.  
Kedua sudut pandang kelembagaan. Pandangan ini didasarkan 
pada suatu lembaga yang dapat menjadi pendukung bagi elit terhadap 
peranannya dalam masyarakat. C. Wright Mills menyatakan bahwa 
untuk bisa memiliki kemasyhuran, kekayaan, dan kekuasaan, orang 
harus bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga besar, karena posisi 
kelembagaan yang didudukinya menentukan sebagian besar 
kesempatan-kesempatannya untuk memilki dan menguasai 
pengalaman-pengalamannya yang bernialai itu7.  
Ketiga, sudut pandang kekuasaan. Bila kekuasaan politik 
didefinisikan dalam arti pengaruh atas kegiatan pemerintah, bisa 
diketahui elit mana yang memiliki kekuasaan dengan mempelajari 
proses pembuatan keputusan tertentu, terutama dengan 
                                                             
6Ibid. Hal. 37 
7Ibid Hal. 39 
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memperhatikan siapa yang berhasil mengajukan inisiatif atau 
menentang  usul suatu keputusan. 
Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elit 
memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh 
yang memiliki/bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap 
kelebihan elit yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan.  
  Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemungkinan 
bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain untuk berprilaku 
sesuai dengan kehendaknya.8” Weber kemudian membagi kekuasan 
menjadi dua: (1). Kekuasaan yang tidak legitim (absah), dan 
kekuasaan yang legitim. Kekuasaan yang tidak legitim adalah kontrol 
yang dijalankan atas orang lain yang tidak mengakui hak dari mereka 
yang menjalankan kekuasaan untuk melakukan demikian. Jadi 
kekuasaan yang tidak legitim itu membutuhkan penggunaan atau 
ancaman kekuatan fisik untuk memaksakan kepatuhan. Weber 
menyebutnya dengan istilah coercion  ( paksaan ).Sebaliknya, 
kekuasaan yang legitim adalah kontrol; mereka (orang yang dikontrol 
itu) percaya bahwa mereka yang menjalankan kekuasaan itu memiliki 
hak untuk melakukan demikian. 
  Menjalankan kekuasaan melalui paksaan membutuhkan 
kewaspadaan yang konstan. Jika ini satu-satunya sumber kekuasaan 
yang dimiliki oleh para pemimpin, mereka tak akan dapat 
                                                             
8http://dasaanlekong.blogspot.co.id/2015_11_01_archive.html (diakses pada 18/3/2016) 
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mempertahankan kekuasaan mereka untuk jangka waktu yang lama. 
Sebaliknya, kekuasaan yang legitim seringkali dapat dijalankan 
dengan usaha yang sedikit, dan ia dapat menjadi sangat stabil dengan 
alasan pemimpin yang bersangkutan menjalankan kekuasaan 
berdasarkan kehendak rakyat yang dipimpinnya. Ada dua macam 
kekuasaan yang legitim. Salah satunya adalah pengaruh, yang 
didasarkan atas persuasi, kepercayaan. Kerapkali mereka yang 
menggunakan tipe kekuasaan yang memiliki pengaruh. Mereka bisa 
memperoleh pengaruh kerena kekayaan, popularitas, daya tarik, 
pengetahuan, keyakinan, atau karena kualitas tertentu yang dikagumi 
oleh orang-orang lain.9 
  Robert M. Maciver, kekuasaan adalah kemampuan untuk 
mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan 
pemerintah maupun tidak langsung dengan alat dan cara yang 
tersedia. Meriam Bodiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang 
atau sekelopok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 
atau sekelompok orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu 
menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang 
mempunyai kekuasaan.  
  Anthony Giddens memandang kekuasaan sebagai 
transformative campacity, yaitu kemampuan mengadakan intervensi 
dalam peristiwa tertentu dan mengadakan perubahan. Ginddens juga 
                                                             
9 Rafael Raga Maran. pengantar sosiologi politik, Jakarta : rineka cipta, 2007, hal. 190-191 
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mengatakan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang secara instrinsik 
terkait dengan manusia sehingga kekuasaan harus diterima sebagai 
fenomena yang reguler dan rutin, tidak perlu berhubungan dengan 
tindakan tertentu seperti dalam pengambilan keputusan. 
  Waters mengatakan, bahwa  berhubungan dengan politik, 
kekuasaan dipandang  sebagai kapasitas yang independen  dan 
subtantif, kekuasaan tak dapat direduksi ke dalam kepemilikan 
ekonomi atau di pandang sebagai aspek yang berkaitan. Kekuasaan 
dipandang sebagai hal yang subtantif yang dapat dipertukarkan, 
diakumulasikan, didistribusikan, dan dikonsentrasikan.Pemerintah atau 
Negara atau politik dipandang sebagai organisasi utama yang 
menyebabkan kekuasaan menjadi ada. Para teoritisi elit classical 
memiliki prinsip bahwa di sana (dalam kekuasaan) harus ada 
kosentrasi kekuasaan dalam masyarakat jika keputusan hendak 
dicapai dan aktivitas terjadi dalam konteks dari agreement yang 
bersifat normatif tentang legistimasi, diferensiasi dan kekuasaan. 
  Konsep serupa juga dikemukakan Field dan Higley yang 
mengatakan bahwa kekuasaan digunakan sebagai sarana komunikasi 
secara empiris, tapi diakui bahwa kekuasaan melahirkan strategi. Jadi, 
kekuasaan adalah: (1) kemampuan menggunakan sumber-sumber 
pengaruh yang dimiliki untuk memengaruhi secara rasional perilaku 
pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak 
pihak yang memengaruhi, (2) kemampuan mengadakan intervensi 
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dalam peristiwa tertentu dan mengadakan perubahan, (3) secara 
intrinsik yang terkait dengan manusia sehingga kekuasaan harus 
diterima sebagai fenomena yang reguler dan rutin, (4) sebagai 
kapasitas kelas social untuk merealisasikan tujuan tertentu, (5) sebagai 
kapasitas yang idependen dan subtantif, yang tidak dapat direduksi 
kedalam kepemilikan ekonomi, (6) sebagai ekspansi sumber yang 
terbatas, dan (7) sebagai sarana komunikasi secara empiris dan 
melahirkan strategi. 
  Secara umum “Kekuasaan” dapat dipahami sebagai 
kesempatan bagi seseorang atau sekumpulan orang untuk 
mewujudkan kehendak mereka dalam suatu tindakan komunal bahkan 
jika tindakan itu ditunjukan untuk mengatasi perlawanan pihak lain 
yang berpartisipasi dalam tindakan itu.  
1. Ciri – Ciri Kekuasaan  
  Waters mengemukakan ciri-ciri kekuasaan meliputi: (1) 
kekuasaan berimplikasi pada keberadaan social tertentu ( aktor 
individu, aktor kolektif, atau struktur ) yang memiliki konsekuensi 
pada yang lainnya; (2) kekuasaan selalu berdasarkan hubungan 
spesifik tentang distribusi sumber dalam masyarakat;(3) keku 
asaan menunjukkan derajat kosentrasi; (4) kekuasaan melibatkan 
hampir semua hubungan manusia, yaitu meliputi rasa, elienasi dan 
sumber pertukaran antar kelompok relasi;(5) kekuasaan melahirkan 
relasi spesifik dalam maksud manusia atau teologis; dan (6) 
17 
 
penggunaan kekuasaan menunjukkan spesialisasi dalam institusi 
social yang disebut Negara atau politik.  
2. Sumber-Sumber Kekuasaan 
 Etzioni mengemukakan bahwa sumber kekuasaan ada dua, 
yaitu position power dan personal power.Position power, artinya 
sumber kekuasaan yang berada pada peluang yang melakat pada 
posisi diri seseorang dalam organisasi, sedangkan personal power, 
artinya sumber kekuasaan berada pada atribut pribadi seseorang 
sebagai hasil hubungan sosialnya. 
 Yulk mengatakan bahwa sumber kekuasaan, yaitu sebagai 
berikut: (1) kedudukan yang mencakup wewenang formal, 
pengendalian atas berbagai sumber dan reward, pengendalian atas 
hukuman, pengendalian atas informasi dan pengendalian atas 
ekologi; (2) keperibadian yang terdiri atas keahlian, persahabatan 
atau kesetiaan dan kharisma; (3) politik yang meliputi pengendalian 
atas proses pembuatan keputusan, pembentukan koalisi, 
melakukan kooptasi dan institusionalisasi.  
 Menurut Inu Kencana Syafiie membagi sumber kekuasaan 
menjadi lima (5), yaitu: 
1). Legitimate power, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang 
karena   diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi contohnya PNS. 
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2). Coersive power, yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang 
karena kelebihan  dari sisi fisik yang dimilikinya. Contohnya 
preman. 
3). Expert power, yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang karena 
memiliki keahlian di suatu bidang tertentu. Contohnya tuan guru 
(Kyai). 
4). Reward power, yaitu kekuasaan yang bersumber dari kelebihan 
dibidang ekonomi. Misalnya mantan bupati. 
5). Reverent power, yaitu kekuasaan yang berasal dari kelebihan 
dari sisi fisik (Rupawan). Beberapa dewan terpilih, baik untuk 
DPR RI dan DPRD, menarik simpati masyarakat karena 
ketampanan dan atau kecantikan yang dimilikinya.  
 
3. Tipe – Tipe Kekuasaan 
 Weber membagi kekuasaan dalam tiga tipe, kekuasaan 
tradisional, kekuasaan rasional-legal, dan kekuasaan kharismatik. 
Kekuasaan tradisional adalah orde social yang bersandar pada 
kebiasaan kuno dengan mana status dari hak para pemimpin juga 
sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Kekuasaan tradisional juga 
memerlukan adanya beberapa unsur kesetiaan pribadi yang 
menghubungan hamba dengan hambanya dan derajat 
kesewenang-wenangnya pribadi dalam mana para penguasa 
memberikan perintah dan persetujuan. 
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 Kekuasaan tipe legal-rasional yaitu, semua peraturan ditulis 
dengan jelas dan  diundangkan dengan tegas serta batas 
wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan 
main. 
 Kekuasaan tipe rasionalitas, oleh weber di pecah lagi 
menjadi empat rasionalitas, yaitu (1). Rasional Tujuan yaitu, 
tindakan manusia yang meliputi perhitungan yang tepat dan 
pengambilan sarana yang paling efektif untuk tujuan yang dipilih 
dan dipertimbangkan dengan jelas kemungkinan efeknya; (2) 
rasional nilai, yaitu tindakan manusia dengan menggunakan nilai 
sebagai ukuran seleksi dan penilaian tindakan; (3) tipe tindakan 
efektif atau emosional, yaitu tindakan yang berada dibawah 
dominasi langsung perasaan. Tindakan jenis ini samasekali 
emosional dan karenanya tidak rasional; dan (4) tindakan manusia 
yang bersipat tradisional, yaitu meliputi tindakan berdasarkan 
kebiasaan yang muncul dari praktik yang telah ada.  
 Terakhir tipe kekuasaan kharismatik adalah tipe keabsahan 
berdasarkan pengukuran terhadap kualitas istimewa contohnya 
kepahlawanannya dan kesetian kepada individu tertentu serta 
komunitas bentukannya. 
4. Dimensi-Dimensi Kekuasaan 
Surbakti mengatakan bahwa terdapat enam dimensi 
kekuasan yaitu : 
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a. Potensial dan Aktual 
  Kekuasaan potensial dimiliki seseorang apabila ia memiliki 
sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, 
pengetahuan dan informasi. Sedangkan kekuasaan actual dimiliki 
seseoran apabila ia telah menggunakan sumber-sumber yang 
dimilikinya kedalam kegiatan politik. Minsalnya milioner. 
b. Consensus dan Kekuasaan 
  Kekuasaan consensus akan memandang bahwa elit politik 
sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan kekuasaan 
untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. 
Sedangkan kekuasaan paksaan akan cendrung memandang politik 
sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi dan konflik. 
c. Implisit dan Eksplisit 
  Kekuasaan inplisit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat, 
tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah 
pengaruh yang secara jelas terlihat dan dirasakan. 
5. Cara Mempertahan Kekuasaan 
Dimanapun, setiap pemegang kekuasaan, akan selalu 
berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara yang 
dilakukan. Syabraini dkk mengatakan, cara-cara penguasa 
mempeertahankan kekuasaan adalah sebagai berikut: 
a. Menghilangkan segenap peraturan yang lama, terutama dibidang 
politik yang merugikan kedudukan penguasa baru. 
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b. Mengadakan sistem kepercayaan (belief sistem) yang akan 
memperkokoh kedudukan penguasa atau golongan. Sistem 
kepercayaan tersebut meliputi Agama, Idiologi, dan sebagainya. 
c. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik dan 
mengadakan konsolidasi kekuasaan secara horizontal dan 
vertical. 
6. Bentuk-Bentuk Pelapisan Kekuasaan 
Mac Iver Mengemukan tiga pola sistem pelapisan kekuasaan 
atau piramida kekuasaan. Pada puncak piramida di atas duduk 
raja, berikutnya bangsawan, orang pekerja pemerintah, tukang-
tukang dan pelayan, petani dan buruh, serta pada level bawah 
adalah budak-budak. 
a. Sistem pelapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisahan 
yang tegas dan kaku. Biasanya dijumpai di masyarakat yang 
berkasta, dimana garis pemisah tak mungkin ditembus. 
b. Tipe kedua adalah tipe oligarkis yang masih memiliki garis 
pemisah yang tegas, namun terbuka kesempatan bagi warga 
biasa untuk memperoleh kekuasaan. 
c. Tipe demokratis adalah tipe yang menunjukan kenyataan akan 
adanya garis-garis pemisah yang sangat terbuka, dengan 
ditentukan oleh kemampuan dan factor kebergantungan. 
7. Distibusi Kekuasaan 
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Menurut andrain ilmuan politik yang menggambarkan 
distribusi kekuasaan dalam tiga model, yaitu : 
a. Model Elit yang Memerintah 
  Gaetano Mosca mengatakan, distribusi kekuasaan dalam 
masyarakat yang terbagi dalam kelas yang menonjol.Pertama, 
kelas yang memerintah; monopoli kekuasaan dan menikmati 
keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dengan 
kekuasaan.Kedua, kelas yang diperintah; yang berjumlah lebih 
banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan 




b. Model Pluralis 
Menurut model ini, peran pemerintah adalah arena 
persaingan dan kompromi diantara organisasi dan kelompok 
kepentingan sebagai pihak yang merumuskan dan mengawasi 
aturan permainan agar persaingan tidak merusak kesatuan 
masyarakat dan sebagai pihak yang mengesahkan hasil 
kompromi berbgai kelompok yang bersaing menjadi keputusan 
politik. 
 
c. Model Kerakyatan 
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Asumsi yang mendasari model kerakyatan adalah 
demokrasi. Maksudnya, partisipasi individu warga Negara dalam 
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang jelas 
akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan individual dan sosial 
dalam masyarakat. Basrowi dkk, (2012: 106-109) 
8. Elemen- elemen kekuasaan ada empat yaitu : 
a. Dominasi 
 Dominasi merupakan suatu paham politik yang di gunakan 
untuk menakukkan atau menguasai suatu daerah atau beberapa 
daerah. Dominasi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti 
halnya melalui eksploitasi terhadap ideology, agama, kebudayaan 
dan juga wilayah untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dominasi bisa 
terjadi saat suatu kelompok ras atau suku menguasai kelompok 
tertentu. Tujuan penguasa ini adalah untuk mendapatkan 
keuntungan baik ekonomi atau kekuasaan10. 
 Dominasi adalah suatu proses dari suatu kelompok untuk 
menguasai kelompok lainnya dengan cara apapun. Proses 
terjadinya dominasi memang cukup banyak dan mungkin juga bisa 
mengakibatkan pembunuhan. Dominasi bisa menimbulkan kerugian 
bagi kelompok yang didominasi.  Kemuadian terjadinya kerugian 
bagi kelompok yang didominasi. Kemuadian terjadinya kerugian 
tersebut seperti pembunuhan, pengusiran, perbudakan, similasi 
                                                             
10 http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-dominasi/ (Diakses pada 20/3/2016) 
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dan masih banyak lagi berbagai kemungkinan yang bisa merugikan 
kelompok yang didominasi. Ungkapan dominasi ini banyak terdapat 
di daerah untuk keperluan politik. 
b. Wewenang  
 Wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan 
hukum yang dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan 
hukum dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu. 
 Wewenang merupakan kekuasaan yang sah. Max 
Weber yang dianggap sebagai bapak birokrasi mengungkapkan 
tiga macam tipe ideal wewenang, yaitu : 
1. Wewenang tradisional  
Wewenang Tradisional adalah wewenang yang dapat dimiliki 
oleh manusia maupun kelompok manusia. Wewenang ini dimiliki 
oleh orang orang yang sudah lama sekali memiliki kekuasaan di 
dalam masyarakat. Wewenang ini dimiliki oleh seseorang atau 
kelompok orang bukan karena memiliki kemampuan khusus, 
namun wewenang ini dimiliki karena memiliki kekuasaan dan 
wewenang yang telah melembaga bahkan telah menjiwai 
masyarakat. 
2. Wewenang karismatik  
Wewenang Karismatik adalah wewenang yang tidak diatur 
oleh kaidah atau aturan, baik yang tradisional maupun yang 
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rasional. Sifat dari wewenang karismatik cenderung irasional atau 
tidak masuk akal. Terkadang karisma tersebut hilang karena 
masyarakat yang berubah dan memiliki paham yang berlainan. 
Namun perubahan inilah menjadi faktor yang tidak dapat diikuti oleh 
orang-orang yang memiliki wewenang karismatik, sehingga dia 
tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat. 
3. Wewenang legal-rasional 
Wewenang Legal-Rasional adalah wewenang yang 
disandarkan pada sistem atau aturan hukum yang berlaku di dalam 
masyarakat. Wewenang inilah yang menjadi basis wewenang 
pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh semangat 
formalistic-impersonality. Segala kewenangan yang dimiliki oleh 
seseorang didasarkan pada hukum yang berlaku, hal ini diatur juga 
agar pemilik kewenangan itu tidak berlaku semena-mena11. 
c. Pengaruh  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah 
daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang 
ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 
Sementara itu, Surakhmad menyatakan bahwa pengaruh adalah 
kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala 
                                                             




dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang 
ada di sekelilingnya. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan 
yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala 
sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang 
ada di sekitarnya. Jadi, pengaruh adalah hasil dari sikap yang 
dilakukan oleh seseorang atau kelompok dikarenakan seseorang 
atau kelompok tersebut telah melakukan dan menjalankan 
kewajibannya terhadap pihak memintanya untuk menjalankan 
kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan dan pengaruh 
mempunyai hubungan yang sangat erat. Yaitu apabila seseorang 
mempunyai kekuasaan maka dia dapat mempengaruhi pihak lain 
untuk menjalankan kehendaknya, seperti apa yang diinginkan oleh 
“penguasa” tersebut dan “pengaruh” apa yang mungkin timbul. 
Jenis-jenis spesifik perilaku yang digunakan untuk 
mempengaruhi dapat dijadikan jembatan bagi pendekatan 
kekuasaan dan pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. 
Sejumlah studi telah mengidentifikasi kategori perilaku 
mempengaruhi yang proaktif yang disebut sebagai taktik 
mempengaruhi, antara lain: 
1. Pesuasi rasional  
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Pemimpin menggunakan argumentasi logis dan bukti faktual 
untuk mempersuasi pengikut bahwa suatu usulan adalah masuk 
akal dan kemungkinan dapat mencapai sasaran.  
2. Permintaan inspirasional  
Pemimpin membuat usulan yang membangkitkan 
entuasisme pada pengikut dengan menunjuk pada nilai-nilai, ide 
dan aspirasi pengikut atau dengan meningkatkan rasa percaya diri 
dari pengikut.  
3. Konsultasi  
Pemimpin mengajak partisipasi pengikut dalam 
merencanakan sasarn, aktivitas atau perubahan yang untuk itu 
diperlukan dukungan dan bantuan pengikut atau pemimpin 
bersedia memodifikasi usulan untuk menanggapi perhatian dan 
saran dari pengikut.  
4. Menjilat  
Pemimpin menggunakan pujian, rayuan, perilaku ramah-
tamah, atau perilaku yang membantu agar pengikut berada dalam 
keadaan yang menyenangkan atau mempunyi pikiran yang 
menguntungkan pemimpin tersebut sebelum meminta sesuatu.  
5. Permintaan abadi  
Pemimpin menggunakan perasaan pengikut mengenai 




6. Pertukaran  
Pemimpin menawarkan suatu penukaran budi baik, memberi 
indikasi kesediaan untuk membalasnya pada suatu saat nanti, atau 
menjanjiakan bagian dari manfaat bila pengikut membantu 
pencapaian tugas.  
7. Taktik koalisi  
Pemimpin mencari bantuan dari orang lain untuk 
mempersuasi pengikut agar melakukan sesuatu atau menggunakan 
dukungan orang lain sebagai suatu alasan bagi pengikut untuk juga 
menyetujuinya 
8. Taktik pengesahan  
Pemimpin mencoba untuk menetapkan validitas permintaan 
dengan menyatakan kewenangan atau hak untuk membuatnya 
atau dengan membuktikan bahwa hal itu adalah konsisten dengan 
kebijakan, peraturan, prakti atau tradisi oragnisasi.  
9. Menekankan  
Pemimpin menggunakan permintaan, ancaman, seringnya 
pemeriksaan, atau peringatan-peringtan terus menerus untuk 
mempengaruhi pengikut melakukan apa yang diinginkan. 
d. Paksaaan 
 kekuasaan paksaan yaitu kekuasaan untuk menghukum. 
Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan 
tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian 
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hukuman kepada seseorang dimaksudkan juga untuk memodifikasi 
perilaku, menghukum perilaku yang tidak baik/merugikan organisasi 
dengan maksud agar berubah menjadi perilaku yang bermanfaat. 
Para manajer menggunakan kekuasaan jenis ini agar para 
pengikutnya patuh pada perintah karena takut pada konsekuensi 
tidak menyenangkan yang mungkin akan diterimanya. Jenis 
hukuman dapat berupa pembatalan pemberikan konsekwensi 
tindakan yang menyenangkan; misalnya pembatalan promosi, 
pembatalan bonus; maupun pelaksanaan hukuman seperti skors, 
PHK, potong gaji, teguran di muka umum, dan sebagainya. 
Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingan 
yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman 
adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk 
memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak 
produktif dalam organisasi.  
B. Teori Patron Klien 
1. Pengertian Patron Klien  
Istilah “patron” berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara 
etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, 
wewenang dan pengaruh”12.Sedangkan “klien” berarti “bawahan” atau 
orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan 
                                                             
12Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Center for Indonesian 
Research   
   and Development (CIReD). Cetakan Pertama. 
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patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau 
individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun 
penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang 
lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi 
(superior). Dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang 
berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya 13 .  Pola relasi 
seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak 
buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya 
dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau extended 
family14.  Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung 
jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut 
secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis. 
Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan 
dukungan umum dan bantuan kepada patron15. Hubungan patron-klien 
itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pendapat 
yang hampir serupa juga diketengahkan oleh Palras, dimana 
menurutnya hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak 
setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat 
                                                             
13James C. Scott, Moral Ekonomi Petani, (Jakarta: LP3S, 1983), Cetakan Kedua, hlm. 41. Juga dalam: David 
Jarry   
   and Julia Jary, Dictionary of Sociology, (London: Harper-Collins Publishers, 1991), hlm. 458. 
14Jackson, Karl D. 1981. Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien; PerubahanKualitas 
Komunikasi   
    Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat. Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 
Universitas  
    Indonesia Jakarta 
15James C. Scott, Perlawanan Kaum Tani, (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), Edisi Pertama, hlm. 7-8. Keterangan   




dengan sejumlah pengikutnya16. Lebih lanjut, Palras mengungkapkan 
bahwa hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran 
jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau 
dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada 
kliennya. Berdasarkan beberapa paparan pengertian di atas, maka 
kemudian terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu 
bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien. Dengan demikian, 
dapat disiampulkan bahwa pola hubungan semacam ini dapat 
dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori 
pertukaran. Adapun asumsi dasar yang diajukan oleh teori ini adalah 
bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak 
dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran 
tersebut. Sebagai seorang ahli yang banyak berkecimpung dengan 
tema-tema seputar patronase, Scott memang tidak secara langsung 
memasukkan hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran. 
Meskipun demikian, jika memperhatikan uraian-uraiannya mengenai 
gejala patronase, maka akan terlihat di dalamnya unsur pertukaran 
yang merupakan bagian terpenting dari pola hubungan semacam ini. 
Menurut pakar ilmu politik Universitas Yale Amerika Serikat ini, 
hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau 
jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau 
                                                             




diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang 
atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut. 
2. Pola Hubungan Patron klien 
Cristian pelras mengatakan hubungan patron klien merupakan 
hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan antara seorang 
pemuka masyarakat (patron) dengan sejumlah pengikutnya (klien). 
Hubungan itu berdasarkan pertukaran jasa, dimana ketergantungan 
klien pada patron diimbali oleh perlindungan patron pada kliennya. 
James scoot mengatakan hubungan patron klien merupakan 
hubungan special antara dua pihak dimana pihak yang memiliki status 
ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruhnya dan resourcesnya 
untuk melindungi dan memberi manfaat pada pihak yang status sosial 
ekonominya lebih rendah. Dalam hubungan ini, imbalan yang diberikan 
klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk pelayanan 
kepada patron17. Perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien: 
a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja  
b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus   
    lebih tinggi. 
Ada tiga jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron, yaitu: 
a. Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron diladang,  
      sawah atau usaha lainnya.   
b. Klien dapat menyerahkan bahan makanan hasil ladangnya buat  
                                                             
17Philipus, Nurul Aini,sosiologi dan politik (hal 44) 
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      patron atau pelayanan rumah tangga.  
c. Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia  
      menjadi kaki tangan patron. 
 
C. Pemilihan Umum (Pemilu) 
  Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan 
sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan 
lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan 
terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum 
merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu 
parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari 
bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh 
negara tersebut18. 
  Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah 
dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui 
mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan 
umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat19. 
  Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, 
pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring 
calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang 
benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat 
mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang 
                                                             
18G. Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Hal. 1. 
19Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di  
Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993. Hal. 2. 
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menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum 
juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui 
pemilihan umum rakyat  dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak 
menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau 
pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat  yang  digariskan oleh wakil-
wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak 
asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk 
sama di depan hukum dan pemerintahan20.   
  
Pemilihan  umum  ternyata  telah  menjadi  suatu  jembatan   dalam 
menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara 
demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun 
wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. 
Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga 
kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan 
negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang 
pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem 
politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara 
infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga 
memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat21. 
 
                                                             
20M. Mahfud, Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999. 
Hal. 
221-222 
21Ronald Chilcotte, Op. cit. Hal. 23. 
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D. Skema Kerangka Berpikir 
  Desa Layoa yang terletak di Kabupaten Bantaeng Propinsi 
Sulawesi Selatan memiliki nilai-nilai adat dan kebudayaan yang masih 
dipegang teguh hingga sekarang yang sangat terlihat pada cara 
panggil dan perlakuan terhadap para keturunan bangsawan disana. 
Dalam bidang politik seperti pada partisipasi pelaksanaan pemilihan 
kepala desa, bahkan dari kandidat pencalonan pun hanya mereka para 
keturunan bangsawan atau karaeeng yang ikut andil dan menguasai 
wilayah pemerintahan pada tingkat terendah tersebut. 
  Pada hakikatnya, demokrasi seharusnya mendorong equitas 
atau kesamaan kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat, namun 
pada realita pelaksanaannya bahkan sejak diberlakukannya pemilihan 
langsung kepala desa hingga sekarang ini, hanya mereka keturunan 
bangsawan atau yang bergelar karaeng yang berpartisipasi 
mengajukan diri sebagai kandidat hingga terpilihnya sebagai kepala 
desa. 
  Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengangkat tentang 
mengapa dan apa faktor – faktor pendukung kekuatan politik 
keturunan karaeng tersebut hingga menyebabkan tidak berjalannya 
nilai demokrasi dalam praktek pelaksanaan pencalonan pemilihan 
kepala desa di Layoa. 
  Berdasarkan dari deskripsi di atas, maka untuk 
mempermudah arah penelitian dan penulisan skripsi nantinya, penulis 
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akan memberikan gambaran tentang skema kerangka konsep. Skema 

























 Penguasa lahan 
 Tokoh masyrakat 
 Keturunan  
Dominasi 
Bangsawan. 













Dalam bagian ini yang akan dibahas ada lima aspek yaitu: Tipe 
Penelitian dan Dasar Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Teknik 
Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut akan 
diuraikan lebih lanjut. 
A. Dasar dan Jenis Penelitian 
   Dasar pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif 
karena metode ini memiliki beberapa prespektif teori yang dapat 
mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala 
yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat 
yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan 
menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa 
yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat 
bergantung pada kuantifikasi data. 
   Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
deskriptif. Pada penelitian ini deskriptif dititik beratkan pada penyajian 
gambaran lengkap mengenai dominasi bangsawan di desa Layoa 




B. Lokasi Penelitian 
   Penelitian ini dilaksanakan di desa Layoa kecamatan 
Gantarangkeke kabupaten Bantaeng. Desa Layoa telah 
melaksanakan pemilihan kepala desa sebanyak empat kali sejak 
pembentukannya dan didominasi oleh hanya kaum bangsawan saja, 
sehingga dengan alasan itulah peneliti tertarik mengamati fenomena 
mengapa pencalonan kepala desa di dominasi oleh para keturunan 
bangsawan dan apa yang menjadi faktor yang memperkuat kekuatan 
bangsawan tersebut. 
 
C. Jenis Data 
   Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut 
penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran 
tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan, dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu : 
1. Data primer 
  Pada saat proses penelitian, peneliti membutuhkan data 
untuk membuktikan fakta lapangan. Data tersebut diperoleh dari 
lapangan atau daerah penelitian melalui hasil wawancara 
mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun 
langsung dilapangan tepatnya di desa Layoa kecamatan 
Gantarangkeke kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk 
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mengumpulkan berbagai bentuk data seperti rekaman hasil 
wawancara dan foto kegiatan lapangan. 
2. Data sekunder 
  Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah pustaka, 
dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya 
berupa buku, jurnal, koran mengenai kajian terkait dengan Pilkades 
di desa Layoa. Terdapat juga situs atau website yang diakses untuk 
memperoleh data yang lebih akurat yang berkaitan dengan 
pemilihan kepala desa di desa Layoa. Selain itu, referensi atau 
sumber lain yang dianggap relevan dan berkaitan dengan masalah-
masalah dalam penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sasaran 
penelitian adalah informasi dan referensi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu : 
1. Wawancara (Interview) 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
wawancara. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu 
masyarakat desa Layoa yang dapat memberikan informasi 
mengenai dominasi karaeng seperti tokoh masyarakat dan 
masyarakat desa Layoa yang dipilih secara acak warga disetiap 
dusunnya. Adapun teknik wawancara yang diterapkan yakni 
wawancara terstruktur yaitu tanya jawab secara langsung antara 
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peneliti dengan informan dengan mengajukan pertanyaan yang 
sudah diarahkan oleh peneliti secara mendetail. Meskipun interview 
sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan, tidak menutup 
kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul 
secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang 
dilakukan selama tidak keluar dari pedoman wawancara yang 
sudah ditetapkan. 
Selama wawancara berlangsung peneliti melakukan 
rekaman suara proses wawancara yang kemudian dipindahkan 
dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data 
sesuai langkah-langkah yang dijabarkan pada teknik analisis data 
setelah itu peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan, 
peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang 
didapatkan sudah cukup untuk menjawab permasalah yang diteliti. 
2. Studi kepustakaan 
Selain melakukan wawancara, penulis berusaha melakukan 
kajian kepustakaan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan 
sesuai dengan objek penelitian. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus, sehingga datanya akan lebih mendalam. 
Teknik analisis yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis 
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kualitatif dengan menggunakan model Miles and Huberman22. Oleh 
karena itu, analisis datanya meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi 
data (data reduction), yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, 
dan memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data 
lapangan yang telah diperoleh lalu mencari polanya. Dengan 
demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas tentang dominasi karaeng pada pemilihan Kepala 
Desa di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 
Bantaeng. Kedua, penyajian data (data display), yakni 
menampilkan data yang telah direduksi yang sifatnya sudah 
terorganisasikan dan mudah dipahami. Ketiga, kesimpulan 
(conclution drawing), yakni akumulasi dari kesimpulan awal yang 
disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten (kredibel), 
sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini 







                                                             




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah singkat Desa Layoa 
Desa Layoa sendiri sebelum resmi terbentuk menjadi desa 
Layoa awalnya bernama desa Bajiminasa yang di kenal dengan 
nama kampong layoa. Sejarah kampong layoa di awali pada tahun 
1950-an dengan datangnya sekelompok orang yang kemudian 
menetap. Pada masa itu kehidupan mereka masih bergantung 
pada alam karena pada masa itu keadaan desa masih berupa 
hutan serta hamparan ilalang sehingga masih banyak binatang 
buruan dan buah-buahan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari 
mereka. 
 Pada pertengahan tahun 1963 gerilyawan dan tentara 710 
memasuki wilayah kampong Layoa yang mengakibatkan keamanan 
tidak dapat di kendalikan sehingga membuat masyarakat menjadi 
resah. Selain itu sulit untuk menentukan mereka akan berpihak 
kepada gerilyawan atau tentara 710, masalah lain yang muncul 
yaitu seringnya terjadi pemerkosaan terhadap perempuan yang 
dilakukan oleh oknum 710. Untuk menghindarinya salah satu cara 
yang dilakukan oleh penduduk dengan berpindah-pindah namun 
dampaknya yaitu sulit memperoleh makan dan laki-laki harus harus 




 Sekitar tahun 1969 tentara Yonkarya datang ke kampong 
layoa untuk melindungi penduduk disana dan mereka bekerja sama 
dengan penduduk yang pertama kali datang bermukim untuk 
membangun sarana dan prasana seperti jalanan dan saluran irigasi 
serta membuka lahan secara besar-besaran. Kemudian membagi 
lahan tersebut dengan penduduk asli, para komandan tentara 
Yonkarya dan keluarganya.hal inilah yang mengakibatkan hak 
penguasaaan lahan pertanian, sarana dan prasarana lebih banyak 
di akses dan dikontrol oleh para penduduk asli dan keturunannya. 
Pada masa tersebut pendatang dari berbagai macam etnis seperti 
Jeneponto, Bulukumba, dan Toraja juga mulai banyak berdatangan 
dan menetap kemudian diberikan pemukiman sesuai etnis oleh 
pemimpin desa. Mereka datang dengan kondisi yang miskin 
sehingga di desa ini pun mereka hanya bekerja sebagai penggarap 
lahan. 
 Sekitar tahun 1989 desa Bajiminasa dimekarkan menjadi 4 
desa yaitu Desa Pattallassang, Desa Layoa, Desa Kaloling dan 
Desa Bajiminasa. Tahun 1989 Layoa telah menjadi desa persiapan 
dan tahun 1992 resmi bernama Desa Layoa. Kemudian pada tahun 
1998 masyarakat sangat diresahkan karena maraknya pencurian, 
perampokan dan pemerkosaan yang aparat keamanan sendiri 
sudah dianggap tidak mampu untuk menanggulanginya sehingga 
pada tahun 1999-2000 dibentuk sebuah forum keamanan dan 
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ketertiban masyarakat (KALBA) yang di prakarsai oleh tokoh-tokoh 
masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agamadari tiga desa yakni Desa 
Kaloling, Desa Layoa, dan Desa bajiminasa. Dengan adanya 
KALBA ini dapat menanggulangi pencurian, perampokan, dan 
pemerkosaan pada Desa Layoa dan sekitarnya.       
B. Kondisi Geografis 
  Desa Layoa merupakan bagian integral dari wilayah 
Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi 
Selatan dengan luas wilayah 9,8 km2. Desa Layoa merupakan 
pemekaran dari desa Bajiminasa pada tahun 1992 setelah menjadi 
desa persiapan sejak tahun 1989 sampai 1992. Adapun batas wilayah 
desa Layoa adalah sebagai berikut: 
 Utara : Desa Bajiminasa Kec. Gantarangkeke 
 Timur : Desa Bonto Masila Kab. Bulukumba  
 Selatan : Desa Baruga Kec. Pa’jukukang  
 Barat : Desa Papan Loe Kec. Pa’jukukang 
  Jarak antara kantor pemerintah desa Layoa dengan kantor 
kabupaten Bantaeng adalah 26 Km, dan jarak antara kantor 
pemerintah desa Layoa dengan kantor kecamatan Gantarangkeke 
adalah 12 Km. Jenis tanah desa Layoa adalah debuan, sedangkan 
sumber air desa Layoa adalah sedang. Iklim yang ada di desa Layoa 
adalah Tropis. 
 Desa Layoa terdiri atas 6 dusun yaitu: 
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Tabel 1. Daftar Dusun Desa Layoa 
NO NAMA DUSUN 
1 Dusun Kampung Beru 
2 Dusun Saroanging 
3 Dusun Je’ne Tallasa 
4 Dusun Pattopakang 
5 Dusun Bonto Mate’ne 
6 Dusun Lembang Saukang 
( Sumber : Profil Desa Layoa Tahun 2015 ) 
 
C. Jumlah Penduduk 
  Jumlah penduduk Desa Layoa adalah sebanyak 3284 jiwa. 
Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1645 jiwa dan perempuan 
sebanyak 1639 jiwa. Masyarakat di Desa Layoa semuanya beragama 
Islam. Mereka termasuk suku Makassar-Selayar. Berikut Tabel 2 
menunjukkan data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama, 
tabel 3 menunjukkan data penduduk berdasarkan tingkat 
pendidikannya, dan tabel 4 menunjukkan data penduduk menurut mata 
pencahariannya. 
Tabel 2. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama 
No Nama Desa Jumlah Penduduk (Ji wa) Agama 
Laki-Laki Perempuan Total 





Tabel 3. Data penduduk menurut tingkat pendidikan 
No Pendidikan Jumlah 
1 TK 25 orang 
2 SD 288 orang 
3 SLTP / SLTA 145 orang 
4 Diploma 4 orang 
5 S1 / S2 49 orang 
 
Tabel 4. Data penduduk menurut mata pencaharian  
No Mata pencaharian Jumlah 
1 Petani 40 jiwa 
2  Buruh Tani 500 Jiwa 
3 Pedagang 50 jiwa 
4 Peternak 20 jiwa 
5 PNS 17 jiwa 
6 Montir 5 jiwa  
7 Buruh Perempuan 20 jiwa 
8 Buruh Migran Laki-Laki 10 jiwa 






  Baik di kota maupun di desa, lembaga atau institusi itu pasti 
ada sebagai pelaksanaan administrasi dan sebagainya. Di desa, 
lembaga (pemerintahan desa, badan pemusyawaratan desa, dan 
lembaga kemasyarakatan desa) tersebut sebagai penyusunan dan 
implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, 
pemerintahan, pengembangan kemasyarakat. Di era sentralisasi, 
otoriterinisme Negara (state-hegemony) santer terlihat dan kini 
mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola desentralisasi, 
demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. 
  Kelembagaan ekonomi terdiri dari kelompok-kelompok 
masyarakat yang berorientasi profit (keuntungan) dan dibentuk di desa 
berbasiskan pada pengolaan sektor produksi dan distribusi. Contoh 
dari kelembagaan ekonomi adalah koperasi, kelompok tani, kelompok 
pengrajin, perseroan terbatas yang ada di desa. Kelembagaan sosial 
meliputi pengelompokan sosial yang dibentuk oleh warga dan bersifat 
sukarela. Contoh dari kelembagaan social adalah karang taruna, 







E. Sejarah Pemilihan Kepala Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng. 
Tabel 5. PILKADES Desa Layoa 
 
 
Kepala Desa Terpilih Kandidat Lawan Saat 
Pencalonan 
Masa Jabatan Keterangan 
M. Saing S - 1992 - 1995 Ditunjuk langsung oleh 
Bupati Bantaeng 
Andi Kamaluddin M. Saing S 1995 (Hanya selama 
2 bulan) 
Kepala Desa terpilih 
meninggal dunia 




 Diberhentikan secara 
paksa sebelum masa 
jabatan habis 
H. Karaeng paka - 2002-2003 Melanjutkan masa 
jabatan Kades 
sebelumnya hingga 
akhir masa jabatan 
Andi Irwan Haji Karaeng Paka 
Andi Bahtiar 
2003 – 2008  
Andi Irwan Andi Syukri 2008 – 2013  
Andi Sufriadi Hj Andi Syukri 
Andi Sultan 
Karaeng Sampe 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok 
orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok 
orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu 
yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Bagian penting dari 
pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni 
keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun 
tingkah laku pihak yang mempengaruhi. 
Kekuasaan merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber-
sumber pengaruh yang dimiliki untuk memengaruhi perilaku pihak lain, 
sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang 
memengaruhi. Dalam pengertian yang lebih sempit, kekuasaan dapat 
dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber 
pengaruh untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya 
dan masyarakat pada umumnya. 
Adapun kekuasaan bangsawan pada desa Layoa sangatlah besar 
karena  para bangsawan tersebut memiliki sebuah kontribusi terhadap 
masyarakat di desa dan juga para bangsawan ini memiliki jiwa 
kepemimpinan yang tegas dan disiplin apabila dibandingkan dengan 
masyarakat yang lain. 
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Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh para bangsawan membuat 
mereka dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap partisipasi 
politik masyarakat di desa Layoa yakni dominasi kaum bangsawan pada 
pemilihan kepala desa sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat 
desa Layoa telah dipimpin oleh para bangsawan selama lebih dari 20 
tahun setelah resmi terbentuk dan yang menjadi calon kepala desa 
disetiap pemilihan kepala desa hampir tidak ada warga biasa yang 
mencalonkan diri. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis 
melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang 
faktor apa yang mempengaruhi dominasi Karaeng di Desa Layoa 
Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, dan juga bagaimana 
bentuk dominasi bangsawan atau Karaeng tersebut yang di uraikan dalam 
sub bab selanjutnya. 
A. Faktor yang mempengaruhi Dominasi Karaeng Di Desa Layoa 
Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng. 
Ada pun penulis menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
dominasi karaeng di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 
Bantaeng, yaitu (1) penguasaan Lahan, (2) Tokoh Masyarakat, dan (3) 
Keturunan. Hal tersebut akan diuraikan pada sub bab ini. 
1. Penguasa Lahan 
Dahulu desa layoa hanyalah berupa hutan dan hamparan ilalang 
kemudian pada tahun 1950-an datanglah sekelempok orang untuk 
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menetap disana mereka adalah keluarga karaeng Cakke, H. Pabo, dan H. 
Muhammad Hasan. Kemudian mereka mulai membangun  dan membuka 
lahan di sana sehingga ketiga orang ini adalah pemilik mayoritas lahan 
yang ada di layoa.   
Desa Layoa sendiri sebelum resmi terbentuk menjadi desa Layoa 
awalnya bernama desa Bajiminasa dengan kawasan yang sangat luas. 
Sekitar tahun 1989 desa Bajiminasa dimekarkan menjadi 4 desa yaitu 
Desa Pattallassang, Desa Layoa, Desa Kaloling dan Desa Bajiminasa. 
Tahun 1989 Layoa telah menjadi desa persiapan dan tahun 1992 resmi 
bernama Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng. 
Salah satu kaum bangsawan atau Karaeng yang peneliti dapatkan 
paling terkenal dan berpengaruh di desa Layoa hingga saat ini adalah H. 
Karaeng Jumatta. Beliau adalah anak dari Karaeng Cakke yang 
merupakan pemilik mayoritas lahan di desa Layoa yang dinikahkan 
dengan Hj.Fatimasani putri dari H. Muhammad Hasan yang juga sama-
sama membangun Layoa dan memiliki banyak lahan disana sehingga 
yang membuat H. Karaeng Jumatta semakin berpengaruh.   
Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, 
sejak berlakunya demokrasi dalam setiap pemilihan calon pemimpin, 
ternyata tidak serta merta menjadikan setiap warga Negara untuk berani 
mencalonkan diri menjadi pemimpin di desa Layoa. Terbukti sejak awal 
terbentuknya desa Layoa hingga sekarang, baik yang menjadi calon dan 
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kepala desa terpilih semuanya hanya orang-orang yang bergelar Karaeng 
saja. 
Padahal hakikatnya pemilihan kepala desa adalah wadah 
demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk di pilih 
atau memilih pemimpin desa yang memimpin pemerintahan desa ke 
depan sesuai dengan keinginan masyarakat di desa dan jabatan kepala 
desa dapat di duduki oleh setiap warga setempat tanpa memandang 
status keturunan semata.  
Namun, fenomena dalam pencalonan dan pemilihan kepala desa di 
desa Layoa, kaum bangsawan atau karaeng sangat dominan dikarenakan 
para karaeng atau Kaum Bangsawan di desa Layoa telah lama 
menduduki lahan desa bahkan juga dijuluki sebagai tuan tanah desa 
Layoa. Hasil dari wawancara penulis dengan Andi Syukri,23 memberikan 
pernyataan yang di anggap mampu menjelaskan pengaruh karaeng atau 
kaum bangsawan di Desa Layoa, yang mengatakan : 
” Di desa Layoa  kehidupan sosial masyarakat sangat di 
pengaruhi dan banyak di tentukan oleh para karaeng desa karena 
kebanyakan dari golongan ini merupakan pemilik lahan dan pemilih 
sarana yang ada di desa disamping perannya sebagai penentu 
kebijakan atas program pembangunan yang ada di desa. Sarana 
umum yang ada pun lebih banyak di akses oleh karaeng desa 
beserta keluarganya dan berada dalam control pengawasannya 
melalui kepengurusan lembaga-lembaga yang ada.”24 
 
                                                             
23 Andi Syukri, warga desa layoa desa Layoa dusun Bontomate’ne 
24 Wawancara pada tanggal 10 september 2016 
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Mayoritas masyarakat di desa Layoa sangat tergantung pada 
Karaeng atau elit di desa  Layoa karena mereka bekerja sebagai petani 
dan peternak dilahan milik kaum bangsawan tersebut sehingga timbullah 
hubungan patron dan klien dimana kaum bangsawan sebagai pihak yang 
lebih tinggi (superior) membutuhkan jasa para pekerja (inferior) tersebut 
untuk mengolah lahan yang nantinya hasil dari pertanian dan peternakan 
tersebut diserahkan separuhnya untuk kaum bangsawan sebagai pemilik 
lahan, keuntungan lain yang didapatkan oleh para pekerja lahan tersebut 
adalah diperbolehkannya membangun tempat tinggal serta memperoleh 
rasa aman untuk tinggal di desa tersebut. Andi Syukri,25 menambahkan : 
”Dalam penciptaan rasa aman keberadaan para karaeng desa 
Layoa sangat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat karena 
keberhasilannya mencetuskan sebuah forum keamanan 
masyarakat. Terutama ketika maraknya pencurian dan perampokan 
terhadap hak milik masyarakat yang aparat keamanan pun tidak 
mampu lagi menanggulanginya. Sayangnya seiring dengan 
berjalannya waktu ketika kondisi keamanan mulai tercipta, hal ini 
menjadi justifikasi untuk melegalkan tindakan yang terkadang 
mengitimidasi masyarakat.” 
Hal tersebut menggambarkan, bahwa yang menjadi salah satu faktor 
pendukung dominasi karaeng pada desa layoa yaitu dengan banyaknya 
lahan yang mereka miliki dan juga karaeng mampu menciptakan rasa 
aman kepada masyarakat disekitarnya. 
 
 
                                                             
25 A. syukri warga desa Layoa dusun Bontomate’ne 
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2. Tokoh Masyarakat 
Tokoh masyarakat merupankan seseorang yang berpengaruh dan 
ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh 
posisi, kedudukan, kemampuan dan   kepiawaiannya. Oleh karena itu, 
segala tindakan, ucapan dan perbuatannya akan diikuti oleh masyarakat 
sekitarnya.26 
Pengertian lain tokoh masyarakat yaitu orang terkemuka karena ke-
”tokoh”-annya, sehingga dianggap dan diakui oleh sebagai pemimpin 
masyarakat. Misalnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, yang 
dapat melaksanakan fungsi dan perannya didalam kelompok masyarakat 
secara baik.27 
Karaeng merupakan tokoh masyarakat karena pada dasarnya 
karaeng adalah orang yang berpengaruh dan dan di hormati oleh 
masyarakat sehingga perkataanya di dengar dan dipatuhi oleh 
masyarakat. Karaeng sejak kecil sudah ditakuti karena ketika ada yang 
mengganggu dan membuatnya menangis maka masyarakat akan 
membela karaeng tersebut sehingga pada saat dewasa dia semakin 
ditakuti, tapi ketika dewasa karaeng sendiri yang akan menentukan 
apakah mereka ingin ditakuti atau mereka ingin ditakuti dan hargai oleh 
masyarakat. Jika mereka ingin ditakuti oleh masyarakat maka karaeng 
                                                             
26 Donosaudo,K.(2008).Peran tokoh masyarakat dalam kesahatan reproduksi yang responsif 
gender.Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pusat Latihan Gender dan 
Peningkatan Kualitas Perempuan,hal.9 
27 Sujatno,A.(2010). Teori-teori Kepemimpinan. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI,hal.20 
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tidak usah menjaga tingkah lakunya contohnya jika karaeng marah 
kepada warga dia bisa memaki dan memukul warga tersebut,  tapi ketika 
karaeng ingin ditakuti dan di hargai maka karaeng harus pandai menjaga 
tingkah lakunya dengan cara menempatkan sesuatu pada tempatnya 
contohnya karaeng harus bisa menjaga perkataannya kepada masyarakat 
dan karaeng harus tahu kapan mereka harus keras dan kapan mereka 
harus lembut kapada masyarakat sehingga masyarakat akan 
menghormati dan menghargai mereka. 
Seorang tokoh masyarakat harus pandai menjaga ketokohannya 
dengan cara mengayomi, membantu, dan memberikan solusi kepada 
masyarakat yang memiliki masalah dan juga mampu menyelesaikan 
konflik yang ada pada masyarakat.   
Salah satu tokoh masyarakat yang paling berpengaruh di desa 
layoa yaitu H. Kareang  Jumatta beliau dianggap sebagai tokoh 
masyarakat di desa Layoa bukan hanya keturunannya saja namun juga 
dari sisi kharismatik yang dia miliki dan sikap mengayomi masyarakatnya 
sehingga beliau begitu di hargai dan di hormati oleh masyarakat desa 
layoa. Beliau juga merupakan salah satu pendiri sekaligus Pembina forum 
keamanan dan ketertiban masyarakat yang bernama KALBA (Kaloling, 
Layoa dan Bajiminasa) dengan jumalah massa mencapai 5 ribu orang 
yang bisa digerakkan dengan hanya satu tokoh yaitu H. Karaeng Jumatta.  
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Pengaruh H. Karaeng Jumatta di desa Layoa dapat dilihat dari 
masyarakat yang sangat tergantung pada tokoh ini karena setiap 
masyarakat yang mendapatkan masalah mereka akan meminta pendapat 
atau bantuan pada tokoh tersebut dan masyarakat percaya bahwa hanya 
beliau yang bisa menjaga keamanan pada desa Layoa sehingga hanya 
keturunannya yang di percaya oleh masyarakat untuk menjadi kepala 
desa. 
Seperti yang telah dibahas pada poin sebelumnya, tokoh 
berpengaruh di desa Layoa yakni H. Karaeng Jumatta mendapatkan 
tambahan kekuatan setelah memperistri anak dari H. Muhammad Hasan 
yang juga sama-sama memiliki banyak lahan di desa Layoa dan banyak 
keturunan yang bermukim disana sehingga semakin memperkuat 
kekuatan kaum bangsawan tersebut khususnya dalam hal memperoleh 
suara pada setiap pemilihan umum.  
Karaeng di desa Layoa sebagai kaum yang memiliki harta dan 
tanah yang jumlahnya sangatlah dominan jika dibanding dengan 
masyarakat lain yang bukan keturunan Karaeng secara otomatis 
menimbulkan atau memunculkan kekuatan (power) kepada para Karaeng 
tersebut untuk memegang kendali kekuasaan secara terus-menerus 
hingga sekarang. Imej positif dari kepemimpinan kepala desa Karaeng 
ketiga yakni Haji Karaeng Paka 28  yang juga merupakan keluarga dari 
tokoh H. Karaeng Jumatta turut berperan menunjang estafet 
                                                             
28 H. Karaeng Paka adalah kepala desa ke 3 dan merupakan kakak H. Karaeng Jumatta 
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kepemimpinan kaum Bangsawan atau Karaeng tersebut. Adanya tindak 
tegas yang diberlakukan oleh tokoh H. Karaeng Jumatta kepada para 
pelaku kriminalitas dengan hukum adat yaitu memenggal kepala para 
pencuri hingga pada tahun 2003 membuat masyarakat desa Layoa 
maupun dari luar desa takut untuk berbuat kejahatan sehingga 
memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat desa. 
Dengan kekuatan yang cukup besar tersebut, sangatlah 
menguntungkan bagi keluarga H. Karaeng Jumatta untuk membangun 
dinasti politik kepada keturunannya. Bukti-bukti kekuatan dari tokoh 
bangsawan ini adalah tepilihnya anak pertamanya sebagai kepala desa 
Layoa selama dua periode (2003 – 2013) yaitu Andi Irwan yang kemudian 
dilanjutkan oleh kepala desa berikutnya yaitu adik Andi Irwan yang 
bernama Andi Sufriadi dengan masa jabatan (2013 – 2018). Mantan 
kepala desa Andi Irwan tersebut juga melaju dan menjabat sebagai 
anggota DPRD Bantaeng komisi C periode (2013 – 2018). Haji Karaeng 
Jumatta juga dipercayakan sebagai tim pemenangan saat pemilihan calon 
bupati Prof. Nurdin Abdullah untuk wilayah perbatasan Bantaeng – 
Bulukumba atau kecamatan Gantarangeke dan sekitarnya. Terlihat begitu 
besarnya pengaruh dan kekuatan politik yang dibangun oleh keluarga 
kaum bangsawan tersebut tidak hanya di wilayah desa Layoa namun juga 
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di sekitarnya. Hal ini juga dapat tergambarkan dengan wawancara penulis 
dengan bapak Awaluddin29 yang mengatakan, bahwa : 
”...selama H. Karaeng Jumatta masih hidup tidak akan ada 
warga biasa di Layoa yang akan mencalonkan jadi kepala desa 
karena mereka yakin bahwa akan percuma dan yang bisa 
memimpin hanya keturunannya saja...”30 
Di era yang terbilang seharusnya sudah cukup modern, lantas 
mengapa dalam pencalonan kepala desa di Layoa hanya mereka yang 
memiliki gelar Karaeng saja yang berani atau mau mencalonkan diri untuk 
bertarung memperebutkan posisi kepala desa tersebut? Hampir semua 
dari informan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai keberanian, 
kapasitas serta percaya bahwa akan percuma karena mayoritas 
masyarakat sudah pasti akan memilih calon dari keturunan bangsawan 
tersebut, khususnya keturunan langsung dari tokoh desa, Haji Karaeng 
Jumatta. 
Faktor lain yang mendukung tidak adanya masyarakat non-
bangasawan yang maju menjadi kandidat calon pada PILKADES desa 
Layoa yaitu (1) Mayoritas latar pendidikan masyarakat desa Layoa yaitu 
tamatan SD atau tidak sekolah dan berprofesi sebagai petani di lahan 
milik kaum bangsawan tersebut. Tidak hanya bertani, namun juga terdapat 
cukup banyak hewan ternak milik kaum bangsawan yang di urus oleh 
masyarakat tersebut. (2) Masyarakat percaya dan sangat yakin bahwa 
selama keturunan dari tokoh Karaeng Haji Jumatta yang memimpin, maka 
                                                             
29 Awaluddin warga desa Layoa dusun Kampong Beru  
30 Wawancara pada tanggal 18 September 2016 
59 
 
desa akan tetap aman dari para pencuri dan berbagai kriminalitas lainnya. 
Disamping itu masih dipegang teguhnya hukum adat dimana terdapat 
kriminal seperti pencabulan atau KDRT dsb; penyelesaian masalah hanya 
diselesaikan lewat kebijakan kepala desa dan tidak langsung dilaporkan 
kepada polisi. (3) Masyarakat non-bangsawan menganggap diri mereka 
hanya sebagai pendatang yang tidak mempunyai kapasitas untuk 
memimpin desa Layoa ini. 
Persoalan lainnya, khususnya pada proses pemilihan kepala desa 
terakhir pada tahun 2013 dimana pertarungan 4 sepupu para Karaeng 
berlangsung yakni Andi Supriadi (anak dari Haji Karaeng Jumatta), Andi 
Sukri (Keponakan Haji Karaeng Jumatta), Andi Sultan (Keponakan Haji 
Karaeng Jumatta) serta Karaeng Sampe (Keponakan Haji Karaeng 
Jumatta serta anak dari mantan kepala desa Layoa ketiga; Karaeng 
Paka), hak suara pemilih juga kembali terikat dengan status ketokohan 
dan power yang dimiliki oleh sosok Haji Karaeng Jumatta dimana para 
pemilih dapat dipastikan untuk memilih anak kandung Haji Karaeng 
Jumatta yaitu Andi Sufriadi. Kembali pada paparan awal, alasan mereka 
adalah karena mereka percaya bahwa selama Haji Karaeng Jumatta 
masih hidup, maka keturunannya akan terus melanjutkan estafet 
kepemimpinan agar desa masih terus aman dan terhindar dari pencuri. Di 
samping itu, mayoritas para pemilih adalah masyarakat yang bekerja 
sebagai petani di lahan milik kaum bangsawan tersebut sehingga mereka 
takut jika bukan anak Haji Karaeng Jumatta yang terpilih, mereka akan 
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kehilangan lahan pekerjaan. Padahal jika dilihat dari latar pendidikan, 
lawan-lawan dari Andi Sufriadi tersebut lebih memiliki kapasitas karena 
ketiganya tamatan S1 sedangankan Andi Sufriadi hanya tamatan SMA. 
Sehingga dapat kita lihat lagi bahwa power yang terbangun oleh tokoh 
bangsawan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar kepada 
keturunannya ke bawah. 
Sehingga setelah melihat fenomena yang terjadi diatas, dapat kita 
lihat bahwa implementasi dari demokrasi yang sebenar-benarnya masih 
belum dapat terealisasi dengan baik, hak memilih dan dipilih secara kasat 
mata sangatlah terabaikan karena faktor dari adat istiadat yang turun 
temurun dimasyarakat desa Layoa. Masyarakat masih sangat 
mengagungkan serta mematuhi sosok ketokohan dari para Karaeng 
tersebut sehingga seakan tidak ada tempat bagi masyarakat biasa untuk 
bisa maju memimpin dan memberikan perubahan terhadap feodalisme di 
era moderen ini. 
3. Keturunan  
salah satu faktor yang mempengaruhi dominasi karaeng pada 
pemilihan kepala desa di desa layoa yaitu karena keturunan karena 
karaeng merupakan orang yang sangat dihargai oleh masyarakat 
setempat. Hal ini bisa kita lihat bagaimana karaeng sangat ditakuti mulai 
dari kecil hingga dewasa, masyarakat biasa tidak ada yang berani 
melawan karaeng walaupun karaeng itu masih kecil dan ketika karaeng 
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bermasalah dengan masyarakat yang bukan karaeng biasanya 
masyarakat membela karaeng tersebut walaupun karaeng itulah yang 
salah. 
Kemudian salah satu yang memperkuat kekuatan karaeng di desa 
layoa yaitu pada saat dinikahkannya anak dari karaeng Cakke dengan 
anak dari h. Muhammad Asang  yang sama-sama memiliki pengaruh 
yang besar di desa layoa sehingga semakain memperkuat keturunan 
karaeng di desa layoa terutama pada saat pemilihan kepala desa di desa 
Layoa kecamatan Gantarang Keke kabupten Bantaeng.  Hal ini terbukti 
dengan wawancara penulis dengan bapak Abd Wahab 31  yang 
mengatakan bahwa : 
”....Selama keturunan H. Karaeng Jumatta yang menjadi calon 
kepala desa maka rakyat biasa yang bukan keturunan dari karaeng 
percuma mencalonkan diri menjadi calon kepala desa...32” 
Dapat terlihat bahwa bagaimana faktor keturunan sangat 
berpengaruh terhadap pencalonan kepala desa di desa Layoa yang 
membuat warga biasa tidak berani mencalonkan diri dan merasa percuma 
jika melawan keturunan karaeng pada pemilihan kepala desa. Kemudian 
penulis mencari alasan masyarakat tidak berani mencalonkan diri pada 
pemilihan kepala desa di desa layoa melawan keturunan dari karaeng 
                                                             
31 Abd Wahab warga desa Layoa dusun Pattopakang 
32 Wawancara pada tanggal 20 September 2016 
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terutama H. Karaeng Jumatta. Hal ini dapat tergambarkan dengan 
wawancara penulis dengan H. Nai33 yang mengatakan bahwa : 
”...Jika bukan keturunan dari H. Karaeng Jumatta yang menjadi 
kepala desa di desa Layoa maka Layoa akan kembali tidak aman 
dan membuat repot semua petani dan peternak lagi sehingga 
peternak akan kembali tidur dengan ternaknya agar aman dari 
pencurian..”34 
Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas terlihat jelas bahwa 
faktor keturunan sangat berpengaruh terhadap pilihan warga pada 
pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Layoa kecamatan Gantarang 
Keke kabupaten Bantaeng.  
B. Bentuk Dominasi Karaeng atau Kaum Bangsawan di Desa Layoa 
Kita telah memahami dengan seksama bagaimana gambaran 
dominasi bangsawan di desa Layoa terbentuk dan berkembang hingga 
pada ranah kekuasaan politik, sehingga lewat pintu kepemimpinan itulah 
berbagai bentuk dominasi atau kekuasaan dapat mereka lakukan dengan 
leluasa. Elit atau Karaeng mampu untuk mengendalikan tingkah laku 
orang lain, baik secara langsung dengan pemerintah maupun tidak 
langsung dengan alat dan cara yang tersedia. Pertanyaan penelitian 
selanjutnya yang harus dijawab adalah bagaimana bentuk dominasi 
Karaeng di desa Layoa kecamatan Gantarangeke kabupaten Bantaeng. 
Adapun penulis menemukan bentuk-bentuk dominasi Karaeng atau 
kaum bangsawan di desa Layoa, yakni (1) Dominasi dalam Lahan 
                                                             
33 H. Nai kepala dusun Pattopakkang desa Layoa 
34 Wawancara pada tanggal 20 September 2016 
63 
 
Pertanian, (2) Dominasi dalam bidang Pemerintahan, (3) Dominasi dalam 
bidang Ekonomi. Hal tersebut akan di uraikan lebih lanjut dalam sub bab 
selanjutnya. 
1. Dominasi dalam bidang Pertanian 
 Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati 
yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 
industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 
 Pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 
pembangunan dan pensejahteraan masyarakat di desa terutama di desa 
Layoa karena Desa Layoa adalah desa yang sebagian besar wilayahnya 
merupakan lahan persawahan dan perkebunan dimana masyarakat 
sebagian besar mengandalkan sawah, kebun dan ternak sebagai mata 
pencaharian mereka. 
 Berdasarkan data yang di peroleh penulis, sawah yang berada di 
desa layoa sebesar 560 hektar dan kebun sebesar 300,70 hektar. Lahan 
sawah terbagi menjadi dua yaitu lahan yang dimiliki oleh masyarakat desa 
layoa dan masyarakat desa tetangga, Sawah yang dimiliki oleh 
masyarakat desa layoa yaitu sebesar 325 hektar sawah yang terbagi 
menjadi 300 hektar sawah yang dimiliki 438 orang warga biasa dan 25 
hektar sawah dimiliki oleh 12 orang kaum bangsawan atau karaeng , 
lahan yang dimiliki oleh 400 orang desa tetangga sebesar 235 hektar 
sawah. Lahan kebun juga terbagi menjadi dua yang dimiliki oleh 
masyarakat desa layoa dan masyarakat desa tetangga, kebun yang 
64 
 
dimiliki oleh msyarakat desa layoa yaitu sebesar 213 hektar kebun yang 
terbagi menjadi 198 hektar kebun yang dimiliki oleh 375 warga biasa dan 
15 hektar kebun dimiliki oleh 25 orang kaum bangsawan atau karaeng, 
lahan yang dimiliki oleh 100 orang desa tetangga sebesar 87.70 hektar 
kebun.  
 Seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa 
salah satu faktor kekuatan kaum bangsawan atau Karaeng adalah 
kepemilikan lahan yang luas yang mereka dijadikan sebagai sawah dan 
kebun. Dengan luasnya lahan sawah dan kebun mereka, kaum 
bangsawan membutuhkan para pekerja sehingga sejumlah masyarakat 
yang mencari kehidupan datang menjadi warga desa Layoa dan 
dipekerjakan sebagai buruh tani dimana hasil dari pertanian akan dibagi 
dua untuk kaum bangsawan dan para pekerja. Namun sawah di desa 
Layoa tidak hanya milik para Karaeng saja tetapi ada juga milik 
masyarakat lain namun pada proses pengairan sawah, sawah-sawah milik 
para Karaeng lah yang harus duluan mengakses. Hal ini juga di 
sampaikan oleh Nengsi35 dari wawancara penulis. Nengsih mengatakan: 
“…ketika masyarakat ingin menggarap sawahnya mereka harus 
menunggu sampai sawah dari Karaeng tersebut selesai di garap 
karena Karaeng yang menguasai pengairan atau irigasi di sawah. 
Padahal di desa Layoa itu air irigasinya sangat kurang dan 
biasanya masyarakat yang bukan Karaeng itu lambat menggarap 
sawahnya karena air irigasi sudah tidak ada lagi…’’36 
                                                             
35 Nengsi warga desa Layoa dusun Kampong Beru 
36 Wawancara pada tanggal 24 September 2016  
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 Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan M. Anas37 yang 
mengatakan bahwa : 
 “…masyarakat yang menggarap atau kerja di lahan karaeng harus 
memilih karaeng tersebut walaupun tanpa disuruh oleh karaeng tersebut 
karena mereka takut lahan yang menjadi mata pencaharian mereka akan 
diambil jika mereka ketahuan tidak memilih karaeng tersebut saat 
pemilihan kepala desa…”38 
Terlihat bagaimana salah satu bentuk dominasi Karaeng dalam 
bidang pertanian yang serta faktor ketergantungan mata pencaharian 
sebagian masyarakat terhadap Karaeng tersebut sehingga berpengaruh 
pada kebebasan hak memilih masing-masing individu masyarakat Layoa. 
Masyarakat khususnya para pekerja di lahan milik Karaeng harus 
mematuhi perintah dan aturan-aturan serta harus mengikuti pilihan suara 
pemilik lahan dan setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala desa 
karena timbul ketakutan warga akan kehilangan lahan pekerjaan mereka. 
Kerena penguasaan lahannya karaeng memiliki ekonomi yang baik 
sehingga masyarakat bergantung pada karaeng tersebut. Desa Layoa 
masih termasuk desa miskin dan tertinggal dibandingkan dengan desa 
tetangganya, hal ini membuat masyarakat desa Layoa sangat bergantung 
pada Karaeng karena Karaeng memiliki banyak modal. Hal ini 
tergambarkan dalam wawancara penulis dengan bapak Awaluddin,39 yang 
mengatakan bahwa: 
                                                             
37 Warga desa Layoa dusun Je’ne Tallasa 
38 Wawancara pada tanggal 22 September 2016 
39 Awaluddin warga desa Layoa dusun Kampong Beru 
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“…di desa Layoa itu rata-rata Karaeng yang banyak modalnya 
jadi kalau masyarakat lagi butuh uang biasanya ke Karaeng 
minta pinjam walaupun pada pengembaliannya itu biasanya 
lebih karena ada bunganya.”40  
Masyarakat terpaksa meminjam uang kepada Karaeng karena 
Karaeng yang memiliki banyak modal walaupun mereka harus 
mengembalikan lebih dari uang yang di pinjamnya.  
Bentuk dominasi lainnya di bidang ekonomi yaitu, dengan 
kekuasaan dan kepemimpinannya, kepala desa Layoa menjalankan salah 
satu tambang batu di sungai yang terletak di dusun Pattopakang Layoa, 
padahal air di sungai Pattopakang tersebut merupakan salah satu sumber 
air utama masyarakat untuk mandi dan meminumkan ternak ayam dan 
sapi. Dengan jalannya tambang batu tersebut mengakibatkan air sungai 
menjadi keruh dan menyulitkan warga desa khususnya didusun 
Pattopakang untuk memakainya. Mobil-mobil pengangkut batu tersebut 
juga semakin memperparah rusaknya jalan di dusun Pattopakang. 
Pada tahun 2016 ini juga pasar desa Layoa sedang direnovasi 
sehingga aktivitas perdagangan dipindahkan ke lapangan desa Layoa 
yang cukup luas, namun Kepala Desa Layoa memberlakukan uang sewa 
kepada setiap warga yang ingin berdagang di lapangan yaitu seratus ribu 
rupiah per kepala dengan alasan untuk membantu tambahan dana 
renovasi pasar sedangkan dana untuk perbaikan pasar telah dialokasikan 
oleh pemerintah setempat hingga selesai. Namun daripada 
                                                             
40 Wawancara pada tanggal 18 September 2016 
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mempersoalkan, warga lebih memilih membayar daripada dilarang 
berjualan. 
Informasi ini didapatkan melalui salah satu informan bapak 
Awaluddin41 yang mengatakan: 
“…Sejak direnovasinya pasar Layoa, dan pasar dipindahkan 
sementara di lapangan desa, saya sebenarnya kurang setuju 
dengan adanya uang sewa baru untuk menyewa lahan bagi yang 
ingin menjual di pasar lapangan desa Layoa. Warga dikenakan 
uang sewa sebanyak Rp100.000 per kepala…” 42 
Hasil wawancara penulis dengan informan diatas menunjukkan 
bagaimana masyarakat masih bergantung pada karaeng karena kareang 
yang memegang kendali pada pemerintahan juga memiliki harta yang 
banyak sehingga ketika masyarakat butuh modal mereka akan meminjam 
pada karaeng walaupun itu merugikan masyarakat. 
2. Dominasi dalam bidang  Pemerintahan 
Lanjutan dari poin sebelumnya, nilai demokrasi seperti kebebasan 
untuk memilih dan dipilih pada saat berlangsung pemilihan umum menjadi 
terabaikan selain karena adanya faktor lahan, nilai social dan adat istiadat 
masih dipegang oleh masyarakat Layoa terhadap para Karaeng tersebut, 
adanya intimidasi dan ketakutan masyarakat akan kehilangan lapangan 
pekerjaan sebagai buruh tani jika anak dari pemilik mayoritas lahan tidak 
terpilih sebagai kepala desa, dan ketokohan dari sosok H. Karaeng 
Jumatta dengan mudahnya mendapatkan simpati dan suara masyarakat 
                                                             
41 Awaluddin warga desa Layoa dusun Kampong Beru 
42 Wawancara pada tanggal 18 September 2016 
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desa Layoa mampu mengalahkan latar pendidikan tinggi lawan-lawan 
politiknya sehingga meskipun sudah terdapat beberapa masyarakat desa 
Layoa yang bergelar S1 dan sekiranya mampu untuk mencalonkan diri 
sebagai kandidat calon kepala desa namun faktor-faktor tersebut lah yang 
mengurungkan niat masyarakat non-bangsawan tersebut. 
Bentuk dominasi lainnya adalah dalam hal melakukan musyawarah 
mufakat bersama warga untuk membahas masalah-masalah di desa, 
menurut para informan, kepala desa Layoa sekarang belum pernah 
mengundang secara terbuka seluruh masyarakat desa Layoa terutama 
kepada masyarakat yang mempunyai keberanian untuk mengeluarkan 
keluh kesah dan aspirasinya, kepala desa hanya memanggil kepala dusun 
dan warga yang notabene adalah orang-orang yang selalu tunduk dan 
mengikuti kemauan kepala desa sehingga kebijakan yang dihasilkan 
melalui musyawarah tersebut tidak keluar dari keinginan pribadi kepala 
desa tersebut. Hal ini terbukti melalui hasil wawancara dengan nengsi43 
yang mengatakan: 
“….Kepala desa kalau mau musyawarah tidak pernah 
memanggil seluruh masyarakat desa, hanya orang-orangnya ji 
yang dia panggil  jadi kita tidak tahu masalah yang mereka bahas 
dan tidak tahu solusinya bagaimana, padahal kita juga mau kasih 
keluar pendapat tapi kita tidak pernah dipanggil ikut 
musyawarah….” 44   
 
                                                             
43 Nengsi warga desa Layoa dusun Kampong Beru 
44 Wawancara pada tanggal 24 September 2016 
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Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Labbang45 yang 
mengatakan bahwa : 
“… Percuma bicara kalau ada pertemuan atau musrembang di 
kantor desa karena kalau kita keluarkan pendapat pasti tidak di perhatikan 
karena yang hadir rapat rata-rata anggotanya semua kepala desa…”46   
Kemudian karaeng memiliki jabatan-jabatan penting di desa Layoa 
kita lihat dengan diangkatnya Andi muh. harun sebagai bendahara desa 
Layoa, Andi iskandar sebagai staf desa layoa, Andi bahtiar S.Pd sebagai 
Imam desa Layoa dan Karaeng Naing sebagai kepala dusun 
Bontomate’ne hal ini yang membuat karaeng semakin mendominasi dalam 
bidang pemerintahan di desa Layoa. Selain dari karaeng yang diatas 
jabatan-jabatan penting di desa Layoa hanya diduduki oleh keluarga dan 
orang-orang terdekat kepala desa saat ini.    
Dari beberapa contoh di atas terlihat bagaimana salah satu kaum 
bangsawan khususnya kepala desa saat ini memanfaatkan kekuasaan 
yang dipunyainya memberikan dampak negative kepada sebagian 





                                                             
45 Warga desa Layoa dusun Saroanging 






1. Dominasi kaum bangsawan atau Karaeng pada pemilihan kepala 
desa di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 
Bantaeng terjadi karena beberapa faktor pendukung antara lain; 
Karaeng dianggap sebagai tuan tanah di desa Layoa karena 
sebagai pemilik pertama dan mayoritas lahan yang ada, karaeng 
juga memiliki banyak harta dan modal yang dapat dipinjamkan 
kepada masyaraat desa Layoa sehingga mereka dapat 
membangun kekuatan dan kekuasaan kepada masyarakat desa 
Layoa, selain itu ketokohan kaum bangsawan atau Karaeng karena 
gaya kepemimpinannya yang kharismatik serta mampu 
menciptakan keamaan desa Layoa menjadi alasan kuat bagi 
masyarakat desa Layoa tetap mempertahankan dinasti politik 
Karaeng di desa Layoa meskipun tak dapat dipungkiri kualitas bibit-
bibit muda dari Karaeng sekarang terbilang arogan dan belum 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara 
signifikan. Sangat terlihat bagaimana faktor-fator tersebut 
mempengaruhi hidupnya re-feodalisme di era modern sekarang ini 
dimana faktor keturunan mampu mengalahkan kualitas pendidikan 
dan kapasitas masyarakat non-bangsawan Layoa untuk dapat maju 
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mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Layoa dan membawa 
perubahan kearah yang lebih baik untuk desa Layoa. 
2. Bentuk-bentuk dominasi kaum bangsawan atau Karaeng di desa 
Layoa terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan yakni dalam 
lahan pertanian dan pemerintahan. Kekuatan dan kekuasaan dapat 
mereka jalankan karena mempunyai kapasitas sebagai elit atau 
tokoh yang dihormati dengan mudah pada masyarakat desa Layoa. 
Bentuk dominasi pada lahan pertanian yaitu penguasaan pengairan 
irigasi sawah dimana sawah para Karaeng tersebut harus duluan 
mendapatan giliran pengairan sawah sedangkan air di desa Layoa 
utamanya untuk pengairan sawah masih terbilang sulit sehingga 
membuat sawah-sawah milik warga biasa harus terlambat memulai 
penanaman padi dan karena kekayaan yang dimiliki masyarakat 
bergantung pada peminjaman uang walaupun dengan dikenakan 
denda atau bunga pinjaman serta penguasaan sungai dusun 
Pattopakang sebagai tambang batu milik pribadi kepala desa yang 
banyak menyulitkan warga karena membuat sumber air keruh dan 
mobil pengangkut batu tersebut merusak akses jalan menuju dusun 
Pattopakang. Bentuk dominasi pada bidang pemerintahan yaitu 
kurangnya transparansi alokasi dana bantuan desa yang jumlahnya 
tidak sedikit serta hak pilih masyarakat pada setiap pemilihan 





Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan 
adalah: 
1. Desa Layoa sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan 
Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng membutuhan sosialisasi 
tentang nilai-nilai demokrasi yang memiliki dasar hukum pada UUD 
1945 tentang kebebasan memilih dan dipilih sebagai pemimpin 
suatu wilayah. 
2. Sebaiknya masyarakat Desa Layoa dalam memilih pemimpin lebih 
karena faktor kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh calon, 
bukan karena faktor kebangsawanan seseorang. 
3. Masyarakat desa Layoa perlu memberanikan diri untuk 
mengutarakan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa dan 
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9 A. Syukri Petani 
10 Tasbir Petani 
11 Tati Petani 
12 Jaminang Petani 
13 Ina Petani 
14 Ansar Kepala Dusun 













 Dusun Lembang Saukang 
No. Nama Pekerjaan 
1 Haeruddin Petani 
2 Diana Petani 
3 M. Yunus Petani 
4 Jumasso Petani 
5 Lena Kepala Dusun 
6 Te’ne Pedagang 
7 Hamriah Petani 
8 Munir Petani 
9 Kumisi Petani 
10 Rizal Petani 
11 Susi Mahasiswa 
12 Rabaniar Petani 
13 Kebo’ Pedagang 
14 Suti Petani 
15 Asma Petani 
 
 Dusun Pattoppakang 
No. Nama Pekerjaan 
1 Abd. Wahab Petani 
2 H. Nai Kepala Dusun 
3 Kusiri Petani 
4 Nasir Petani 
5 Nur Rahma Petani 
6 Ramli Dg. Sita Petani 
7 Rina Petani 
8 Usman Petani 
9 Ali Petani 
10 Saho Peternak 
11 Suardi Peternak 
12 Baharuddin Petani 
13 Sita Petani 
14 Dg. Kulle Petani 
15 Fatir Petani 
 
 
 
 
 
 
